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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2015

TENTANG

KEIKUTSERTAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN

PEMBINAANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Keikutsertaan
Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan
Pembinaannya;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEIKUTSERTAAN
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN PEMBINAANNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut
Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam
jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melakukan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang
memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk
atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang
melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-
undangan.

3. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan
Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan,
dan pengundangan.

4. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang yang selanjutnya
disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum.

5. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah
instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang
disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

6. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah
instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah
Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara
terencana, terpadu, dan sistematis.

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang hukum.
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BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS PERANCANG

Pasal 2

(1) Perancang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional
Perancang pada unit kerja yang mempunyai tugas dalam
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan
instrumen hukum lainnya.

(2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan
lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian,
lembaga nonstruktural, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

(1) Perancang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah, dan
merumuskan Rancangan Peraturan Perundang-undangan serta
instrumen hukum lainnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Perancang harus melakukan pengharmonisasian.

Pasal 4

Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib bersikap
profesional sesuai dengan disiplin ilmu hukum, ilmu perundang-
undangan, dan disiplin ilmu lain yang dibutuhkan.

BAB III

KEIKUTSERTAAN PERANCANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian,
lembaga nonstruktural, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/ Kota mengikutsertakan Perancang dalam setiap
tahap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Keikutsertaan Perancang dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada
tahap:

a. perencanaan;

b. penyusunan;

www.peraturan.go.id



2015, No.186 4

c. pembahasan;

d. pengesahan atau penetapan; dan

e. pengundangan.

Pasal 6

Keikutsertaan Perancang pada tahap perencanaan Peraturan Perundang-
undangan dilaksanakan dalam rangka kegiatan penyusunan:

a. Naskah Akademik atau keterangan dan/atau penjelasan;

b. Prolegnas atau Prolegda;

c. program perencanaan Rancangan Peraturan Pemerintah dan
Rancangan Peraturan Presiden; dan/atau

d. program perencanaan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
lainnya.

Pasal 7

Keikutsertaan Perancang pada tahap penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan, dilaksanakan dalam rangka kegiatan penyusunan:

a. pokok-pokok pikiran materi muatan;

b. kerangka dasar atau sistematika;

c. rumusan naskah awal;

d. Rancangan Undang-Undang;

e. Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-
Undang di tingkat pusat;

f. Rancangan Peraturan Daerah; dan/atau

g. Rancangan Peraturan Perundang-undangan dibawah Peraturan
Daerah.

Pasal 8

(1) Keikutsertaan Perancang pada tahap pembahasan Rancangan
Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat atau Rancangan
Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dilaksanakan
dalam rangka kegiatan pada pembahasan:

a. Pembicaraan Tingkat I; dan

b. Pembicaraan Tingkat II.

(2) Keikutsertaan Perancang pada tahap Pembicaraan Tingkat I di Dewan
Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi kegiatan dalam rapat:
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